KEPUTUSAN

fPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : Y3 5’ N0&/A 1994

tentang
1ZIN PENDIRIAN SEKOLAIl SWASTA

EPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINST SUMATERA UTARA

IBACA : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Vihara Buddha Bibolga
tanggal : 28 Agustus 1994 nomor : 127/1VB8/V111/1994
2. Rekomendasi Kakandepdikbud Ketamadya 8ibolga ftanggal : 3 Oktober 1994

nomor : 3992/108,17/A/94 tentang peridirian SMA TRI RATNA

; VNIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sékolah '
Fooa swasta.
' NGINGAT  : A. UUNomor 2 tahun 1989

2. PP Nomor 28 tahun 1981; pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. PP Nomor 29 tahun 1990; :
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0374/U/1982; tanggal 22 Nopember 1982,
E b. Nomor 059/U/1993; tanggal 24 Pebruari 1993; {
c. Nomor 211/C/1991;  tanggal 19 Nopember 1991;
5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud;
a. Nomor 018/C/Kep/l 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1 83, tanggal 23 Pebruari  1983;
c. Nomor 020/C/Kep/l 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

MEMUTUSKAN

INETAPKAN  : !
tama Memberikan izin pendirian sekolah bagi :
1. Nama Sekolah : BMA TRI RATRA i
2. Alamat Sekolah : J1, 8., Parmen No.58 Sibolga
3."Kecamatan : Bibolga Kota

4, Kebupeten/Kotamadya :84ibolga
5. Nama Yayasan/Perguruan  : Yayasan Vihara Buddha Sibolga

6. Alamat Yayasan/Pergurvan : J1, S, Parman Ro,58 Sibolga
dua . Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1.. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara; :
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang
penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah; : W
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Sumatera Utara; Y
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, up Kabid ybs. .‘
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah D>
Negeri. : -
etiga : 1. Keputisan ini berlaku terhitung mulai tahun ajaran : 1.994_/ 1995
2. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/
Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan
ini mengalihkan pengelolaannya, aka izin pendirian sekolah swasta ini
dinyatakan batal. '
eempat : : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.
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---------------------------------

/..r‘v’n".'- e
EMBUSAN KEPADA YTH : s - REPALA
3 Peﬁm%l AN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI

Dir, Pendidikan Menengah Umum Depdikbud fed [ a?."n!?‘&
di Jakarta L\

i - Kakandep Dikbud Kotamadya Bibolga e ;

! . Kabid Dikmcnum Kanwil Depdikbud Propinsi "A»N Profl.C}k "iNUR ARRASHD, S.1

Sumatera Utara di Medan Qg N j’ 549

el kil
— IR TR TI s

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

